SURAT TERBUKA
KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK DEMOKRATIK
TIMOR-LESTE
TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIMOR LESTE

Kepada Yth. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan President Jose Ramos-Horta,

Seperti Bapak-bapak ketahui, pada bulan Juni tahun 2005 sebuah laporan diserahkan kepada Sekjen
PBB oleh Komisi Pakar yang Meninjau Kembali Proses Pendakwaan Pelanggaran Berat HAM di
Timor-Leste (waktu itu Timtim) pada 1999. Antara lain, laporan tersebut menyarankan supaya
Indonesia meninjau kembali dakwaan yang sedang disidangkan oleh Pengadilan HAM Ad Hoc untuk
Timor-Leste, menyidiki dan mendakwa orang-orang yang disebut dalam dakwaan Wiranto cs, dan
melaporkan hasil penyidikan tersebut kepada Sekjen PBB dalam waktu enam bulan terhitung dari
tanggal yang akan ditentukan oleh Sekjen PBB. Laporan tersebut juga menyarankan supaya,
seandainya upaya tersebut belum dimulai dalam jangka waktu yang ditentukan itu, Dewan Keamanan
bertindak untuk "menciptakan sebuah pengadilan pidana internasional ad hoc untuk Timor-Leste".

Sebelum laporan itu sempat dipertimbangkan oleh Sekjen dan Dewan Keamanan PBB, pemerintah
Republik Indonesia bersama pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mendirikan Komisi
Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste (KKP) untuk "mengungkap secara tuntas
kebenaran mengenai kejadian-kejadian menjelang dan segera sesudah jajak pendapat tahun 1999."
Namun, sejak dibentuk, KKP itu ternyata banyak bermasalah. Masalah itu termasuk:

1. KKP tidak ada legitimasi. Hal itu disebabkan tiga faktor utama, yaitu: anggapan bahwa
KKP didirikan untuk mencegah dibentuknya sebuah pengadilan pidana internasional untuk
mengadili orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor-Leste
pada tahun 1999; tidak adanya upaya menyelidiki tindak kejahatan yang dilakukan
sebelum tahun 1999; dan kemungkinan pemberian amnesti, yang berarti para pelaku
kejahatan berat dapat menghindar dari pertanggungjawaban.

2. KKP tidak ada prosedur yang jelas untuk meninjau kembali bukti-bukti yang sudah ada
mengenai kekerasan tahun 1999 untuk mencapai kesepakatan tentang fakta-fakta peristiwa
itu. Apalagi, instansi pemerintah Indonesia yang penting gagal menyerahkan surat-surat
yang relevan.

3. Adanya kelemahan yang parah dalam sidang umum KKP, termasuk adanya beberapa
anggota KKP yang jelas-jelas berat sebelah; didengarkannya kesaksian yang tidak relevan
menurut mandat KKP sendiri; tidak adanya proses untuk membandingkan kesaksian yang
diberikan dengan fakta-fakta yang terungkap oleh sidang-sidang sebelumnya, ataupun
bukti-bukti nyata; adanya konflik antara anggota KKP Indonesia dengan anggota KKP
Timor-Leste; tidak adanya bantuan atau perlindungan untuk para korban yang memberikan
kesaksian; sifat ad hoc kesaksian yang diberikan; tidak adanya keseimbangan antara
jumlah korban dengan jumlah pelaku yang memberikan kesaksian; serta dimanfaatkannya
sidang KKP sebagai ajang di mana para pelaku dapat tetap menyalahkan PBB dan instansi-
instansi lain untuk kekerasan yang terjadi.

4. Tidak adanya transparensi, kejelasan tujuan, ataupun jadwal jelas untuk pelaksanaan tugas
KKP.

Dilihat dari mandatnya dan cara kerjanya, sudah jelas bahwa KKP tidak merupakan alat yang dapat
dipercayai akan mencari keadilan ataupun kebenaran berkaitan dengan kejadian-kejadian di Timor-
Leste pada tahun 1999, apalagi dari tahun 1975 sampai 1999. Maka, berdasarkan rasa hormat kepada
para korban kekerasan maupun kedua negara yang bersangkutan sebagai negara hukum, kami yang
bertanda-tangan di bawah ini, sebagai wakil organisasi HAM dan organisasi masyarakat lainnya di



Timor-Leste, Indonesia serta negara-negara lain, menghimbau supaya Bapak-bapak segera menarik
dukungan Bapak-bapak dari KKP itu, dan mendukung proses pengadilan yang lebih kredibel.

Special Panels for Serious Crimes (SPSC - Sidang Khusus Kejahatan Berat) dari Pengadilan Negeri
Dili dapat dihidupkan kembali untuk memproses dakwaan-dakwaan yang belum diselesaikan, asalkan
pemerintah Indonesia setuju akan menyerahkan para tersangka yang berada di dalam wilayahnya, dan
sidang itu diberikan sarana dan dukungan politik yang lebih baik daripada yang diberikan pada masa
lalu. Misi Terpadu PBB di Timor-Leste telah membuat langkah pertama dalam upaya tersebut dengan
berjanji akan menyelesaikan penyidikan yang masih belum selesai pada saat Kesatuan Kejahatan
Berat dibubarkan terlalu dini pada tahun 2005.

Mengingat bahwa KKP pasti akan gagal total, maka kami menghimbau supaya SPSC itu dihidupkan
kembali. Seandainya hal itu tidak dapat dilaksanakan, kami akan tetap menyerukan supaya didirikan
sebuah pengadilan pidana internasional sesuai dengan saran laporan Komisi Pakar.

Upaya-upaya lain yang dapat ditempuh oleh pemerintah kedua negara untuk menangani pelanggaran
HAM yang dilakukan selama pendudukan Timor-Leste oleh Indonesia adalah meminta supaya Dewan
Keamanan PBB melaksanakan saran yang dibuat oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan dalam
laporannya tentang Keadilan dan Rekonsiliasi di Timor-Leste pada bulan Juni 2006, yaitu
didirikannya sebuah lembaga Dana Solidaritas Internasional buat Timor-Leste. Selain itu, parlemen di
kedua negara dapat mengadakan diskusi tentang cara mengimplementasikan saran-saran yang dimuat
di Chega!, sebuah laporan yang disusun oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi
Timor-Leste (CAVR).

Akhirnya, kami mohon perhatian Bapak-bapak atas sepucuk surat tertanggal 4 Mei yang ditulis
kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon oleh Pusat Internasional untuk Keadilan Transisional, dan sebuah
pernyataan tertanggal 28 Maret dari Aliansi Nasional Timor-Leste buat Pengadilan Internasional.
Kedua instansi itu juga mengecam KKP, dan mendesak supaya diciptakan sebuah lembaga yang dapat
dipercayai akan meminta pertanggung-jawaban dari para pembesar yang melakukan kejahatan
terhadap kemanusiaan di Timor-Leste. Tanpa usaha tersebut, masalahnya tidak akan dapat
diselesaikan. Dan kalau dibiarkan, masalah itu akan tetap menghalangi perkembangan demokrasi serta
hormat buat negara hukum, baik di Indonesia maupun di Timor-Leste.
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